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MOTTO 

Jadi diri sendiri, cari jati diri dan dapatkan hidup yang mandiri, optimis karena 

hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar sesekali lihat kebelakang 

untuk melanjutkan kehidupan yang tiada berujung. 
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ABSTRAK 

Perkembangan zaman semakin lama semakin maju, berbagai macam cara 

yang dapat dilakukan untuk berinvestasi, salah satunya dalam bidang asuransi. 

Dizaman yang serba maju ini, resiko dapat terjadi dalam segala kemungkinan, hal 

tersebut menjadikan semakin kompleksnya kebutuhan mereka dapat tercukupi, 

masyarakat dituntut untuk memeliki suatu jaminan untuk mejamin kehidupan bagi 

anak mereka. 

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak 

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi 

asuransi, umtuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab 

hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul 

dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran 

yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seserang yang di pertanggungkan, 

asuransi juga terbagi menjadi beberapa jenis termasuklah asuransi jiwa. 

Asuransi jiwa itu ialah sipemohon asuransi itu mengemukakan premi yang 

ditentukan didalamnya jumlah uang tanggungan untuk asuransi yang ditentukan 

jangka waktunya terhadap jiwanya. Dan juga akan dijelaskan siapa yang berhak 

menerima uang tanggungan itu bila orang itu meninggal dunia dalam waktu yang 

ditentukan itu. Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan, bagaimana 

hukum asuransi jiwa dalam hukum islam dan asuransi jiwa dalam hukum positif.  

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif atau library 

research dengan menggunakan sumber data berupa bahan-bahan hukum kualitatif. 

Data dalam penilitian ini dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu 

metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu 

objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat 

kesimpulan yang berlaku umum. 

Asuransi jiwa dalam hukum islam ada dua macam yaitu asuransi jiwa 

syariah dan asuransi jiwa konvensional. Semua asuransi jiwa syariah pada 

dasarnya dihalalkan dan asuransi jiwa konvensional ada yang berpendapat halal 

dan ada yang berpendapat haram, sedangkan dalam hukum positif asuransi 

diperbolehkan dengan tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan 

atas risiko, manfaat tabungan, maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh 

perusahaan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang 

perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1774. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

TENTANG ASURANSI JIWA 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman semakin lama semakin maju, berbagai macam cara 

yang dapat dilakukan untuk berinvestasi, salah satunya dalam bidang asuransi. Di 

zaman yg serba maju ini, resiko dapat terjadi dalam segala kemungkinan. Hal 

tersebut menjadikan semakin kompleksnya kebutuhan manusia sehingga ingin 

semua kebutuhan mereka dapat tercukupi, masyarakat dituntut untuk memiliki 

suatu jaminan untuk menjamin kehidupan bagi anak anak mereka.Perusahaan 

asuransi merupakan salah satu tempat masyarakat memperoleh jaminan tersebut. 

Perusahaan asuransi di indonesia telah menawarkan berbagai produknya yang 

dapat menarik minat masyarakat. 

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak 

penanggung mengingatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi 

asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab 

hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul 

dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran 

1 
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yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 

dipertanggungkan.
1
 

Asuransi juga digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis 

dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, 

properti, kesehatan dan lain sebagainya, serta mendapatkan penggantian dari 

kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, 

kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara 

teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin 

perlindungan tersebut, jangka waktu standar dalam asuransi adalah setelah tahun 

ke-3. Di tahun ini Anda bisa melihat perkembangan saldo tabungan yang cukup 

bertambah karena di tahun ini beberapa biaya sudah ditiadakan. Dan nasabah yang 

melakukan pengambilan saldo di tahun ini tidak akan mendapatkan potongan 

pajak seperti pengambilan sebelum tahun ke-3.
2
 

Tujuan asuransi bagi nasabah itu sendiri adalah untuk mengurangi risiko 

yang pasti misalnya kematian kecelakaan dll.
3
 Sedangkan manfaatnya adalah 

dapat memberikan rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan 

manfaat yang lebih adil, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk hari 

tua merupakan salah satu bentuk penerapan asuransi sosial di dalam kehidupan 

masyarakat terutama untuk pegawai negri sipil.
4
 

 

                                                             
1
Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga, 

Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016, hlm. 8. 
2
Ganie Jonedi, Hukum Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 67. 

3
Joice Tauris Santi, Nurul Qomariyah, Selam iAsuransi Demi Proteksi Diri, Jakarta: PT 

Kompas Media Nusantara, 2015, hlm. 126. 
4
Budi Untung, Cerdas Asuransi – Investasi Proteksi, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2015, 

hlm. 36. 
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Beberapa asuransi sosial yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Asuransi Sosial Pengawai Negeri Sipil 

TASPEN (tabungan dan asuransi pegawai negeri) didirikan untuk memberikan 

jaminan pensiun, sekaligus asuransi kematian.Program ini diperluas dengan 

pensiuan hari tua, ahli waris, dan cacat untuk pegawai negeri sipil.
5
 

2. Asuransi Kesehatan pegawai negeri 

ASKES (asuransi kesehatan pegawai negeri) bertujuan memberikan pemeliharaan 

kesehatan bagi pegawai negeri, penerima pensiun, dan keluarga termasuk untuk 

memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk. 

3. Asuransi Sosial ABRI 

ASABRI (asuransisoaial ABRI) bertujuan memberikan perlindungan bagi prajurit 

ABRI terhadap resiko berkurang atau hilang nya penghasilan karena hari tua, 

putusnya hubungan kerja atau meningga ldunia. Santunan asuransi dibayarkan 

kepada peserta yang berhenti karena pensiun. Jika peserta meninggal dunia, maka 

ahli warisnya akan menerima santunan resiko kematian di tambah dengan nilai 

santunan nilai tunai asuransi dan biaya pemakaman. 

4. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas 

Santunan asuransi kecelakaan penumpang diberikan diberikan kepada para korban 

atau ahli waris korban yang bersangkutan. Santunan diberikan dalam bentuk biaya 

ganti rugi untuk perawatan medis, santunan cacat, atau santunan kematian. 

Pembiayaan asuransi kecelakaan bersumber dari iuran wajib melalui pengusaha 

atau pemilik angkutan umum.  

                                                             
5
Elsi Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 46. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi
https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengusaha
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5. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

ASTEK (jaminan sosial tenaga kerja) pertama-tama dibentuk untuk memberikan 

perlindungan asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan asuransi kematian. 

Program ASTEK diperkuat menjadi program JAMSOSTEK (jaminan sosial 

tenaga kerja), dan sekaligus dikembangkan dengan jaminan pelayanan kesehatan.
6
 

Adapun jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia saat ini jika 

dilihat dari segi fungsinya yaitu : Asuransi kerugian (non life insurance), Asuransi 

jiwa (life insurance), Reasuransi (reinsurance).
7
 

Dari berbagai macam asuransi diatas ada asuransi jiwa, yang membahas 

tentang suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penaggulangan 

risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seorang yang 

dipertanggungkan. Seperti kematian, mengalami cacat, pemutusan hubungan 

kerja, dan pengangguran.
8
 

Maka auransi jiwa itu ialah sipemohon asuransi itu mengemukakan premi 

yang ditentukan didalamnya jumlah uang tanggungan untuk asuransi yang 

ditentukan jangka waktunya terhadap jiwanya. Dan juga akan dijelaskan siapa 

yang berhak menerima uang tangguangan itu bila orang itu meninggal dunia 

dalam waktu yang ditentukan itu.
9
 

                                                             
6
Ahmad Ifhan Solihin, Ekonomi Syari’ah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, 

hlm, 79. 
7
Joice Tauris Santi, Nurul Qomariyah, Selami Asuransi Demi Proteksi Diri, Jakarta: PT 

Kompas Media Nusantara, 2015, hlm, 125. 
8
Abbas salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, 

hlm. 199. 
9
Radik Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, Jakarta: Pustaka Binaan Pressindo, 

2011, hlm, 58. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
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Asuransi juga di atur dalam undang-undang yang berlaku di indonesia, 

seperti dalam Kitab Undang-Undang hukum dagang (KUHD) pasal 246 

dijelaskan bahwa : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbal 

balik), dengan mana seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk 

memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, 

disebabkan oleh suatu peristiwa tidak tentu (Onzeeker Vooral). 

Dijelaskan pula pada Pasal 302 dan Pasal 303 KUHD yang membolehkan 

orang mengasuransikan jiwanya. 

Pasal 302 KUHD: “Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang 

yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang 

ditentukan dalam perjanjian”. 

Pasal 303 KUHD ditentukan: “Orang yang berkepentingan dapat mengadakan 

asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan 

jiwanya”.
10

 

Berdasarkan kedua pasal tersebut, jelaslah bahwa setiap orang dapat 

mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan dapat diadakan untuk 

kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama 

jangka waktu tertentu yang dtetapkan dalam perjanjian.
11

 

 

                                                             
10

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Yogyakarta: PustakaYustisia, 2010, hlm. 38. 
11

Abdulkadir Muhammad, Asuransi, BANK & ASURANSI, Jakarta: Penada Media Group, 

2006, hlm. 77. 
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Disamping itu, menurut kesatuan Ulama Fiqih Dunia yang bersidang pada 

tahun 1979 M di Mekkah. Keputusan mayoritas ulama: asuransi jenis perniagaan 

haram hukumnya, baik asuransi jiwa maupun yang lainnya.Pendapat ini juga 

dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), dan 

Muhammad Bakhil al-Muth„i (mufti Mesir), karena asuransi mengandung unsur-

unsur tidak jelas dan tidak pasti, hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, 

dan sama halnya denganmendahului takdir Allah.
12

 

Tetapi disamping asuransi itu diharamkan, ada beberapa ulama yang 

membolehkan, yaitu diantaranya Syaikh Abdur Rahman Isa, seorang Guru Besar 

Universitas Al-Azhar. Dengan tegas ia menyatakan bahwa asuransi merupakan 

praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu dan 

Syekh Abdul Wahab Kholaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo. Ia 

mengatakan bahwa asuransi itu boleh sebab termasuk akad mudharobah. Akad 

mudharobah dalam syariat islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan, 

dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga di pihak yang 

lain. 

Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

tentang “KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG 

ASURANSI JIWA” Dan untuk membahas masalah tersebut, maka dirumuskan 

beberapa permasalahan yang menjadi pokok masalah dari penelitian ini. 

 

 

                                                             
12

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-9, 2014, 

hlm. 99. 
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B. Rumusan Masalah 

Agar permasalahan ini lebih terarah dan terfokus, berdasarkan latar 

belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah, sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana Hukum Asuransi Jiwa menurut Hukum Islam ? 

2. Bagaimana Hukum Asuransi Jiwa menurut Hukum Positif ? 

3. Bagaimana Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang 

Asuransi Jiwa ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis meneliti permasalahan ini adalah: 

a. Untuk mengetahui Hukum Asuransi Jiwa menurut Hukum Islam. 

b. Untuk mengetahui Hukum Asuransi Jiwa menurut Hukum Positif. 

c. Untuk mengetahui Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif 

tentang Asuransi Jiwa. 

2. KegunaanPenelitian 

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

a. SecaraTeoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu perasuransian. 
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2) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan 

tentang bagaimana permasalahan asuransi jiwa menurut hukum 

islam dan hukum positif, sehingga dapat dibandingkan dan 

diterapkan dalam masyarakat. 

3) Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan 

memperkaya kepustakaan (khazanah intelektual khususnya dalam 

bidang perasuransian), dan dapat menambah wawasan pembaca 

tentang masalah hukum asuransi. 

b. SecaraPraktis 

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, 

pembaca, masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya dalam 

membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan 

khususnya mengenai perbandingan hukum islam dan hukum positif 

tentang asuransi jiwa. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, 

maka dalam penelitian ini perlu dilakukan kajian pustaka putaka awal penelitian 

yang berkaitan dengan kasus kajian hukum islam dan hukum positif tentang 

asuransi jiwa sejauh yang peneliti temukan belum terlalu banyak. Dari penelitian 

terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang 

dibahas oleh penulis yaitu antara lain :  
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Skripsi yang ditulis oleh Natasha Gena Patriani, Mahasiswa Jurusan 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Tahun 2012. Judul 

skripsinya “Analisis Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah dan 

Konvensional serta Perlakuannya terhadap Hasil Investasi yang Diperoleh (Studi 

Kasus PT. Asuransi Jiwa XYZ)” dalam skripsi ini menyimpulkan kegiatan 

pengelolaan dana investasi yang diteliti adalah perbedaan asuransi syariah dan 

konvensional dalam akad yang digunakan dalam produk asuransi, 

penempatan/alokasi dana investasi, pengujian jumlah investasi secara kuantitatif, 

dan mekanisme hasil investasi. 

Skripsi yang ditulis oleh Nur Fajrin Hidayah, Mahasiswa Jurusan Ekonomi 

Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas islam Negeri Raden Fatah 

Palembang Tahun 2014. Judul Skripsinya “Strategi pemasaran AJB Bumiputra 

1912 Syariah Cabang Palembang dalam Menghadapi Persaiangan Bisnis 

Perasuransian di kota Palembang” dalam skripsi ini menjelaskan masalah 

pemasaran produk asuransi perorangan syariah dan asuransi kumpulan syariah, 

AJB Bumiputra 1912 syariah, yaitu dengan menitikberatkan pada segmentasi, 

geografis, demografis, perilaku, dan psikografis. 

Maka dari beberapa judul terdahulu belum ada yang membahas secara 

spesifik mengenai kajian hukum islam dan hukum positif tentang asuransi jiwa. 
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E. Metodologi 

Dalam melakukan suatu penelitian, tentunya tidak akan terlepas dari 

penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana 

seseorang harus bertindak. 

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan 

sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat 

ilmiah, sedang sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan penelitian 

yang berlaku untuk sebuah karya tulis.
13

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
14

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah 

penelitian pustaka (library research). Meneliti merujuk pada sumber-sumber 

diantaranya: Al-Qur‟an, hadist, kitab undang-undang hokum dagang, dan buku-

buku, skripsi serta pendapat atau pun pernyataan pakar hukum. 

2. Jenis Data 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis 

data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan 

masalah yang berkaitan dengan asuransi jiwa menurut perspektif hukum islam dan 

hukum positif. Jenis penelitian ini dianggap tepat dalam mengkaji masalah yang 

diajukan, karena ciri khas kualitatif adalah penelitian yang latar tempat dan 

                                                             
13

Cholid, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012, hlm. 201. 
14

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013, 

hlm. 2. 
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waktunya alamiah, peneliti merupakan instrument pengumpul data, kemudian data 

dianalisis secara induktif guna menjelaskan proses yang diteliti secara ekspresif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya, persepsi, 

motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang khusus alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.
15

 

3. Sumber Data 

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua macam 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data pokok yang 

bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum serta kumpulan buku fatwa ulama 

tentang asuransi. Sedangkan data sekunder adalah studi kepustakaan sebagai 

penunjang yang bersumber dari penelusuran buku-buku yang berkaitan dengan 

perasuransian, Fiqih Islam wa Adilatuhu, Fiqih Sunnah, searching internet, 

artikel-artikel, jurnal-jurnal maupun dari sumber lainnya. 

4. TeknikPengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, 

yakni dengan cara membaca, mencatat, mempelajari atau pun menganalisis 

materi-materi yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas. 
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Lexi J Morang, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, cet. 

Ke-21, hlm. 6. 
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5. TeknikAnalisis Data 

Dalam menganalisis data, penulis menerapkan analisis secara kualitatif. 

Dengan teknik ini penulis berusaha mengkualifikasikan data-data yang telah 

diperoleh dan disusun, kemudian melakukan interpretasi dan formulasi. 

Teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu 

pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Raden 

Fatah Palembang tahun 2015. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam 

penulisan penelitian ini, topik tersebut di atas menjadi beberapa bab dengan 

sistematika sebagai berikut : 

Bab I, Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab II, Tinjauan Pustaka, bab ini menggambarkan secara umum mengenai 

asuransi dan asuransi jiwa baik pengertian, sebab- sebab, manfaat, maupun 

hukumnya. 

Bab III, Pembahasan, bab ini  membahas tentang asuransi dalam hukum 

islam, hukum positif dan perbandingannya. 

Bab IV, Kesimpulan dan saran, bab ini menguraikan kesimpulan 

berdasarkan hasil pengolahan data dan saran-saran yang berkaitan dengan 

penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI 

 

A. Sejarah Asuransi 

 Asuransi sebenarnya sudah lama ada. Istilah yang digunakan berbeda-

beda, meski dasarnya sama, yaitu saling tolong-menolong. 

 Istilah asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan yang 

berupa asuransi kebakaran. Pada abad 13 dan 14 berkembang asuransi angkutan 

laut. Asuransi jiwa baru dikenal pada abad 19. Pada abad 19 ini Ibnu Abidin 

(1784-1836M), seorang ahli hukum Mazhab Hanafi mendiskusikan ide asuransi 

dan dasar-dasar hukumnya. Dia adalah orang pertama yang melihat asuransi 

sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat. 

 Pada masyarakat Arab terdapat system aqilah yang merupakan kebiasaan 

sejak masa sebelum islam. Kebiasaan itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW 

yang dapat dilihat pada hadis berikut. 

 Dari Abu Hurairah., dia berkata; berselisih dua orang wanita dari suku 

Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang 

lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang 

dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut 

mengadukan peristiwa kepada Rassulullah SAW, maka Rasulullah SAW 

memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan 

pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti 

rugi kematian wanita tersebutdengan uang darah (diyat) yang dibayarkan 

oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).
16
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 HR. Bukhari, dalam Wirdiyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indnesia, Jakarta: 

Kencana, 2005, hlm. 225. 
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Istilah asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan yang 

berupa asuransi kebakaran. Pada abad 13 dan 14 berkembang asuransi angkutan 

laut. Asuransi jiwa baru dikenal pada abad 19. Pada abad 19 ini Ibnu Abidin 

(1784-1836M), seorang ahli hukum Mazhab Hanafi mendiskusikan ide asuransi 

dan dasar-dasar hukumnya. Dia adalah orang pertama yang melihat asuransi 

sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat.
17

 

Bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda dan 

negara kita pada waktu itu disebut Nederlands Indie. Keberadaan asuransi di 

negeri kita ini sebagai akibat berhasilnya Bangsa Belanda dalam sektor 

perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya. 

Untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka adanya asuransi mutlak 

diperlukan. Dengan demikian usaha perasuransian di Indonesia dapat dibagi 

dalam dua kurun waktu, yakni zaman penjajahan sampai tahun 1942 dan zaman 

sesudah Perang Dunia II atau zaman kemerdekaan.
18

 

Pada waktu pendudukan bala tentara Jepang selama kurang lebih tiga 

setengah tahun, hampir tidak mencatat sejarah perkembangan. 

Perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Hindia Belanda pada zaman 

penjajahan itu adalah : 

1. Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda. 

2. Perusahaan-perusahaan yang merupakan Kantor Cabang dari Perusahaan 

Asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris dan di negeri lainnya. 
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Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2012, hlm, 136. 
18

Radik Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, Jakarta: Pustaka Binaan Pressindo, 

2011, hlm, 33. 
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Dengan sistem monopoli yang dijalankan di Hindia Belanda, 

perkembangan asuransi kerugian di Hindia Belanda terbatas pada kegiatan dagang 

dan kepentingan bangsa Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya. Manfaat dan 

peranan asuransi belum dikenal oleh masyarakat, lebih-lebih oleh masyarakat 

pribumi. 

Jenis asuransi yang telah diperkenalkan di Hindia Belanda pada waktu itu 

masih sangat terbatas dan sebagian besar terdiri dari asuransi kebakaran dan 

pengangkutan. 

Asuransi kendaraan bermotor masih belum memegang peran, karena 

jumlah kendaraan bermotor masih sangat sedikit dan hanya dimiliki oleh Bangsa 

Belanda dan Bangsa Asing lainnya. Pada zaman penjajahan tidak tercatat adanya 

perusahaan asuransi kerugian satupun. 

Selama terjadinya Perang Dunia II kegiatan perasuransian di Indonesia 

praktis terhenti, terutama karena ditutupnya pemsahaan- perusahaan asuransi 

milik Belanda dan Inggris. 

Asuransi pada zaman kemerdekaan setelah Perang Dunia usai, perusahaan-

perusahaan Belanda dan Inggris kembali beroperasi di negara yang sudah 

merdeka ini. Sampai tahun 1964 pasar industri asuransi di Indonesia masih 

dikuasai oleh Perusahaan Asing, terutama Belanda dan Inggris. 

 

 

 

http://asuransiaja.blogspot.com/
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Pada awal mulanya beroperasi di Indonesia mereka mendirikan sebuah 

badan yang disebut “Bataviasche Verzekerings Unie” (BVU) pada tahun 1946, 

yang melakukan kegiatan asuransi secara kolektif. Dengan demikian dari setiap 

penutupan, masing-masing anggota BVU memperoleh share tertentu. Cara ini 

dilakukan mengingat keadaan pada waktu itu belum teratur dan tenaga asuransi 

masih kurang sekali. 

Pada tahun 1950 berdiri sebuah perusahaan asuransi kerugian yang 

pertama, yakni NV. Maskapai Asuransi Indonesia yang kemudian pada awal 2004 

sudah menjadi PT MAI PARK. Pada saat itu, sebagai perintis perusahaan asuransi 

kerugian nasional yang pertama, maka perusahaan ini harus bersaing dengan 

perusahaan asuransi asing yang unggul baik dalam faktor permodalan maupun 

pengetahuan teknis. 

Dengan berdirinya perusahaan asuransi kerugian nasional tersebut, 

keberanian pengusaha nasional dipacu untuk mendirikan perusahaan-perusahaan 

asuransi kerugian. Keberanian ini didukung pula oleh Peraturan Pemerintah 

bahwa semua barang impor hams diasuransikan di Indonesia. Pengaturan ini 

dimaksudkan untuk menanggulangi pemakaian devisa untuk membayar premi 

asuransi di luar negeri.
19
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Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hlm. 55. 
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Pada tahun 1953 berdiri pula perusahaan swasta nasional yang bergerak 

dalam bidang reasuransi Belanda dan Inggris di Indonesia, pemakaian devisa 

untuk membayar premi reasuransi ke luar negeri juga masih tetap besar. Untuk 

menanggulangi hal ini, didirikanlah pada tahun 1954 sebuah perusahaan 

reasuransi profesional, yakni “PT. REASURANSI .UMUM INDONESIA” yang 

mendapat dukungan dari bank-bank pemerintah. 

Lembaga yang tersebut terakhir ini mengeluarkan peraturan-peraturan 

yang mengikat untuk perusahaan-perusahaan asuransi asing untuk 

menggunakanjasa perusahaan reasuransi nasional. Langkah-langkah yang diambil 

pemerintah dalam hal ini memberikan hasil yang diharapkan. Kegiatan PT. 

Reasuransi Umum Indonesia pada tahun 1963 diperluas dengan kegiatan 

reasuransi jiwa. 

Pada saat PT. Reasuransi Umum Indonesia didirikan, banyak perusahaan-

perusahaan asuransi kerugian nasional bermunculan, tetapi perkembangannya 

masih terhambat oleh persaingan yang berat dari perusahaan-perusahaan asuransi 

swasta asing. 

Pada waktu perjuangan mengembaiikan Irian Barat ke pangkuan Republik 

Indonesia, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan milik Belanda. 

Perusahaan-perusahaan Inggris dinasionalisasi dalam peristiwa konfrontasi. 
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B. Pengertian Asuransi 

Pengertian asuransi jika dilihat dari asal katanya, yakni dari Bahasa 

Inggris insurance, maka pengertian asuransi adalah pertanggungan. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian asuransi adalah pertanggungan atau 

perjanjian antara dua pihak. Pihak pertama berkewajiban untuk membayar iuran, 

sementara pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada 

pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa diri atau barang milik pihak 

pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.
20

 

Berdasarkan pengertian asuransi tersebut, terdapat banyak hal yang dapat 

diasuransikan. Mulai dari benda dan jasa, kesehatan manusia, tanggung jawab 

hukum, jiwa, serta kepentingan-kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, 

rugi, atau berkurang nilainya.
21

 

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 pun tidak 

jauh berbeda. Menurut undang-undang ini, pengertian asuransi dijabarkan lebih 

pada sisi pengertian asuransi sebagai sebuah bentuk badan usaha. Pengertian 

asuransi menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian 

adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung 

mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk 

memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke 

tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa 
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Mansnur Muslich, Kamus Asuransi, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 98. 

21
Radik Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, Jakarta: Pustaka Binaan Pressindo, 

2011, hlm. 62. 
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yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas 

meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
22

 

Menurut pengertian asuransi ini, pihak yang menyalurkan premi disebut 

sebagai tertanggung, sementara pihak yang menerima premi disebut penanggung. 

Menurut pengertian asuransi, premi adalah biaya yang dibayar oleh tertanggung 

kepada penanggung untuk resiko yang ditanggung. Perjanjian kedua pihak ini, 

masih menurut pengertian asuransi, disebut kebijakan. Kebijakan dalam 

pengertian asuransi dipahami sebagai sebuah kontrak legal yang menjelaskan 

setiap istilah dan kondisi yang dilindungi.  

Menurut pasal 246 Wetboek van Koophadel (kitab Undang-Undang 

Perniagaan) bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu persetujuan di 

mana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak ynag dijamin untuk menerima 

sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita 

oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa ynag belum jelas akan 

terjadi. 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pun memiliki pengertian 

asuransi tersendiri. Menurut pasal 246 KUHD, pengertian asuransi adalah suatu 

perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung 

dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena 

suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang 

mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
23
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Dalam pengertian asuransi, terdapat beberapa istilah yang seringkali 

membingungkan bagi orang-orang yang baru dalam dunia asuransi. Berikut ini 

adalah istilah-istilah dalam pengertian asuransi yang penting untuk diketahui oleh 

para pengguna asuransi supaya tidak mengalami kesulitan ketika bertransaksi dan 

melakukan klaim atas asuransi yang diikutinya, berikut istilah-istilah dalam 

pengertian  asuransi : 

1. Polis Asuransi 

Polis asuransi merupakan surat perjanjian yang berisikan perjanjian 

asuransi antara penanggung dan pemegang polis. Dalam pengertian asuransi, 

segala sesuatu yang tertulis dalam polis asuransi harus diperhatikan dan dipahami 

oleh kedua belah pihak secara seksama. Polis asuransi dalam pengertian asuransi 

inilah yang nantinya akan dijadikan dasar dalam transaksi dan klaim asuransi.
24

 

2. Pemohon (Applicant) 

Pemohon atau applicant adalah orang yang mengajukan permohonan akan 

sebuah asuransi. Ketika asuransi yang diajukan oleh pemohon telah disetujui, 

maka menurut pengertian asuransi status pemohon akan berubah menjadi 

pemegang polis. 

3. Pemegang Polis (Policy Owner) 

Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, pemegang polis 

menurut pengertian asuransi merupakan pemegang polis asuransi yang telah 

disetujui sebelumnya. 
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4. Tertanggung (Insured) 

Tertanggung adalah orang yang menjadi objek pertanggungan dari 

asuransi. Sederhananya, menurut pengertian asuransi, tertanggung adalah orang 

yang diasuransikan oleh sebuah badan asuransi jika terjadi suatu hal pada orang 

tersebut. 

5. Penerima Uang Pertanggungan (Beneficiary) 

Penerima Uang Pertanggungan atau beneficiary menurut pengertian 

asuransi adalah satu atau beberapa orang yang ditunjuk untuk menerima uang 

pertanggungan ketika terjadi sesuatu terhadap tertanggung. Biasanya, orang yang 

menjadi beneficiary adalah anak atau keluarga dekat dari tertanggung. 

6. Uang Pertanggungan 

Uang pertanggungan menurut pengertian asuransi adalah nilai uang yang 

tercantum dalam polis asuransi yang akan dibayarkan oleh penanggung kepada 

pemegang. Dengan kata lain, uang pertanggungan adalah “ganti rugi” yang akan 

dibayarkan ketika terjadi sesuatu terhadap tertanggung. 

7. Premi 

Premi asuransi menurut pengertian asuransi adalah jumlah uang yang 

harus dibayarkan oleh tertanggung selama mengikuti asuransi. Jumlah uang ini 

telah tercantum dalam polis asuransi dan telah disetujui oleh kedua belah pihak 

untuk dibayarkan. 

8. Nilai Tunai 

Nilai tunai menurut pengertian asuransi adalah sejumlah uang yang harus 

dibayarkan kepada pemegang polis jika polis tersebut dibatalkan sebelum masa 
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asuransi berakhir atau pada saat tertanggung meninggal dunia. Sama seperti premi 

dan uang pertanggungan, nilai tunai juga telah tercantum dalam polis asuransi 

yang disetujui oleh kedua belah pihak. 

9. Insurable Interest 

Insurable interest menurut pengertian asuransi merupakan hubungan yang 

terjalin antara tertanggung dan objek yang diasuransikan oleh badan asuransi. 

Insurable interest menurut pengertian asuransi menyangkut hal-hal yang sangat 

berpotensi untuk menyebabkan bahaya yang dapat menyebabkan kerugian 

finansial bagi tertanggung.
25

  

 

C. Jenis-jenis Asuransi 

 1. Asuransi Syariah 

 Dalam konteks syariah, asuransi merupakan usaha kerjasama untuk saling 

melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang dalam menghadapi 

musibah atau bencana melalui perjanjian yang disepakati bersama sesuai dengan 

ajaran Islam. Perjanjian yang digunakan menggunakan prinsip akad Takafuli yang 

artinya tolong-menolong dengan prinsip dasar Tabarru', sedangkan pengelolaan 

dana menggunakan prinsip Mudharabah melalui investasi Syariah. 

Perlu diperhatikan bahwa dalam Asuransi Syariah harus sesuai dengan 

Syariah Islam dengan mempertimbangkan larangan yang harus dihindari yaitu 

tidak mengandung Gharar (ketidakpastian), Maysir (perjudian), Riba (bunga), 
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barang haram dan maksiat yang dilarang dalam Islam.
26

 Untuk mendukung sistem 

syariah perlu digunakan akad yang tepat seperti berikut ini: 

1. Akad Tijarah, yang mempunyai tujuan komersial yaitu mencari keuntungan. 

2. Akad Tabarru, yang mempunyai tujuan non profit yaitu untuk kebajikan dan 

tolong-menolong, dan bukan untuk tujuan komersial. Beberapa poin penting 

dalam Akad Tabarru yaitu: 

a. Kesepakatan peserta untuk saling tolong-menolong. 

b. Hak dan kewajiban peserta serta perusahaan. 

c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim. 

d. Ketentuan boleh atau tidak kontribusi ditarik kembali peserta dalam hal 

terjadi pembatalan peserta. 

e. Ketentuan alternative dan persentase pembagian Surplus Underwriting 

Transaksi bisnis syariah identik dengan bagi hasil, tak terkecuali. asuransi 

syariah. Untuk asuransi syariah, berikut ini ini metode bagi hasil yang dijalankan: 

1. Surplus operasional diberikan kepada pemegang polis, tanpa memperhatikan 

apakah apakah pemegang polis tersebut telah menerima atau belum klaim 

ganti rugi. 

2. Surplus operasional diberikan kepada pemegang polis yang belum pernah 

menerima klaim ganti rugi. 

3. Surplus operasional dibagi kepada pemegang polis yang belum pernah 

menerima klaim ganti rugi. 
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4. Surplus operasional dibagi kepada pemegang polis dengan 

mempertimbangkan besarnya kontribusi premi yang telah dibayarkan. 

5. Surplus operasional dibagi antara peserta asuransi dengan perusahaan 

asuransi. 

6. Surplus operasional dibagi dengan metode lain sesuai dengan kesepakatan. 

 

 2. Asuransi Konvensional 

 Pengertian asuransi konvensional merujuk pada investasi dana yang bebas 

dan dengan aturan-aturan dan prinsip tertentu. Setiap perusahaan asuransi juga 

mempunyai kebijakan sendiri-sendiri menyangkut kesejahteraan para nasabahnya 

yang harus ditaati dan disepakati bersama. Terdapat berbagai macam hal yang 

dapat diasuransikan, yaitu jiwa, kesehatan, kepemilikan dan bahkan anggota 

tubuh. Biasanya terdapat petugas yang datang ke rumah-rumah sebagai bentuk 

tagihan ketika saatnya nasabah membayarkan angsuran, sehingga memudahkan 

nasabah karena tidak harus datang ke kantor perusahaan.
27

 

Asuransi syariah dan konvensional memiliki perbedaan mendasar dari sisi 

manajemen resiko. Asuransi Syariah menggunakan azas Risk Sharing (saling 

menanggung resiko) sedangkan Asuransi Konvensional menggunakan azas Risk 

Transferring (pengalihan resiko). Detil perbedaan manajemen resiko kedua jenis 

asuransi tersebut dijelaskan berikut ini: 
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Asuransi Konvensional, hubungan pemegang polis dan perusahaan 

asuransi dinamakan hubungan tertanggung dan penanggung, dimana pemilik polis 

mengalihkan resiko finansial kepada perusahaan asuransi, sehingga kepemilikan 

dana berpindah dari pemilik polis ke perusahaan asuransi. Jika timbul resiko, 

maka perusahaan asuransi menanggung resiko tersebut karena resiko telah 

berpindah sebagai konsekuensi dari pembayaran premi. Inilah yang disebut 

dengan azas Risk Transferring (pengalihan resiko). 

Asuransi Syariah, hubungan peserta dengan perusahaan asuransi saling 

menanggung resiko, di mana peserta bersama-sama dan sukarela mengumpulkan 

dana dalam bentuk iuran kedalam rekening Tabarru‟. Sehingga kepemilikan dana 

iuran tetap melekat pada peserta, dan jika timbul resiko, maka peserta sendirilah 

yang akan membayar klaim atas resiko tersebut dari dana Tabarru‟. Inilah yang 

disebut dengan azas Risk Sharing (saling menanggung risiko).
28

 

Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah 

No Prinsip Asuransi Konvensional Asuransi Syariah 

1. Konsep Perjanjian antara dua pihak 

atau lebih, di mana pihak 

penanggung mengikatkan 

diri kepada tertanggung, 

dengan menerima premi 

asuransi, untuk memberikan 

Sekumpulan orang yang saling 

membantu, saling menjamin, 

dan bekerja sama, dengan cara 

masing-masing mengeluarkan 

dana tabarru‟. 
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pergantian kepada 

tertanggung. 

2. Ketentuan 

(Akad) 

Jual-beli Tolong-menolong 

3. Asal Usul Dari masyarakat Babilonia 

4000-3000 SM yang dikenal 

dengan perjanjian 

Hammurabi. Dan tahun 

1668 M di Coffe House 

London berdirilah Lloyd of 

London sebagai cikal bakal 

asuransi konvensional. 

Dari Al-Aqilah, kebiasaan 

suku Arab jauh sebelum islam 

datang. Kemudian disahkan 

oleh Rasulullah menjadi 

hukum islam, bahkan telah 

tertuang dalam kontribusi 

pertama di dunia (Kontribusi 

Madinah) yang dibuat 

langsung oleh Rasulullah. 

4. Sumber 

Hukum 

Bersumber dari pikiran 

manusia dan kebudayaan. 

Berdasarkan hukum  positif, 

hukum alami, dan contoh 

sebelumnya. 

Bersumber dari wahyu ilahi. 

Sumber hukum dalam syariah 

Islam adalah Al-Qur‟an, 

Sunnah atau kebiasaan 

Rasulullah, Ijma, Fatwa 

sahabat, Qiyas, Istihsan, Urf, 

tradisi, dan mashalih 

Mursalah. 

5. Kepemilikan 

Dana 

Premi dari tertanggung 

seluruhnya menjadi milik 

Premi dari peserta sebagian 

akan menjadi milik peserta 
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penanggung atau pihak 

asuransi. 

tersebut, sebagian lain 

diamanahkan kepada 

penanggung untuk dikelola. 

6. Investasi Penanggung bebas 

melakukan investasi, tidak 

terbatas pada halal atau 

haram. 

Dilakukan investasi sesuai 

ketentuan undang-undang 

serta tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. 

7. Sumber 

Pembayaran 

Klaim 

Berasal dari rekening pihak 

asuransi sebagai risiko 

penanggungan. 

Berasal dari rekening tabarru’ 

yang merupakan dana milik 

peserta. 

8. Keuntungan Sepenuhnya menjadi hal 

penanggung atau pihak 

asuransi. 

Ada pembagian antara pihak 

asuransi dengan peserta dalam 

bentuk bonus. 

9. Pembatalan 

Asuransi 

Tertanggung akan 

dikenakan denda. 

Peserta mendapat 

pengembalian dana secara 

proporsional. 

10. “Maghrib” 

(Maysir, 

Gharar, dan 

Riba‟) 

Tidak sejalan dengan 

syariah Islami karena 

adannya Masyir, Gharar, 

dan Riba‟ hal yang 

diharamkan dalam 

muamalah. 

Bersih dari adanya praktek 

Masyir, Gharar, dan Riba‟. 

11. DPS Tidak ada, sehingga dalam Ada, yang berfungsi untuk 
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(Dewan 

Pengawas 

Syariah) 

banyak prakteknya 

bertentangan dengan 

kaidah-kaidah syara‟. 

mengawasi pelaksanaan 

operasional perusahaan agar 

terbebas dari praktek-praktek 

muamalah yang bertentangan 

dengan prinsip-prinsip 

syariah.
29

 

 

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling 

bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama 

lain. Itulah salah satu diperbolehkan asuransi, karena prinsip-prinsip dasar syariat 

mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia. 

dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka. Untuk melindungi harta 

dan jiwa akibat bencana, semua membutuhkan keberadaan lembaga asuransi yang 

dijalankan sesuai prinsip syariah. Dalam hukum syariah, terdapat berbagai macam 

akad yang dapat diaplikasikan ke dalam bentuk perusahaan asuransi seperti halnya 

lembaga keuangan lainnya.  
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Adapun landasan syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya lembaga 

asuransi secara umum adalah  berikut firman Allah yang menjadi dasar hukum 

asuransi sebagai berikut: 

ان الله    الإ ثم والعدوان  واتقوا الله  ولا تعا ونوا علي وتعا ونواعلي البر والتقوى  شديد ا .

 لعقا ب 

Artinya:  

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. 

(QS. Al-Maidah. 2). 

 

 

D. Perjanjian Asuransi 

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum  antara dua orang atau 

lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-

masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.
30

 

a. Asas-asas Hukum Perjanjian 

Beberapa asas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada 

dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk 

diketahui, yaitu: 

1. Asas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul 

telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam 
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perjanjian tidak menentukan lain. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 

1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.
31

 

2. Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian 

bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Asas ini 

tercermin jelas  dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa 

semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. 

b. Syarat Sahnya Perjanjian 

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian 

diperlukan empat syarat, yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang 

mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai 

perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan 

dan penipuan. 

2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian  harus 

cakap menurut hukum,  serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.  

Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap 

orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang  oleh undang-undang 

dinyatakan tidak cakap.  Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang 

tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni: 
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1. Orang yang belum dewasa. 

Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut: 

a) Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yang 

membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun 

tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya. 

b) Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 

1974 tentang Undang-Undang Perkawinan “Undang-undang Perkawinan”: 

Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan 

bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun. 

2. Mereka yang berada di bawah pengampuan. 

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang 

(dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak 

berlaku lagi). 

4. Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-

perjanjian tertentu. 

1. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian 

tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu. 

2. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian  haruslah 

berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan dan  ketertiban.
32
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Syarat No.1 dan No.2 disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai 

orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan  syarat 

No.3 dan No.4 disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu 

perjanjian. 

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak 

mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang 

dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang 

memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. 

Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak 

yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas 

permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. 

Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu 

akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu 

perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. 

c. Kelalaian/Wanprestasi 

Kelalaian atau Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang 

mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan. 

Kelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat 

macam, yaitu: 

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian. 

2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 

3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian. 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 
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d. Hapusnya Perjanjian 

Hapusnya suatu perjanjian yaitu dengan cara-cara sebagai berikut: 

1. Pembayaran 

Adalah setiap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 

secara sukarela.  Berdasarkan pasal 1382 KUH Perdata dimungkinkan 

menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang. Menggantikan hak-hak 

seorang kreditur/berpiutang dinamakan subrogatie. Mengenai subrogatie diatur 

dalam pasal 1400 sampai dengan 1403 KUH Perdata. Subrogatie dapat terjadi 

karena pasal 1401 KUH Perdata dan karena Undang-undang (Pasal 1402 KUH 

Perdata).
33

 

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan uang 

atau barang pada Panitera Pengadilan Negeri 

Adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang 

(kreditur) menolak pembayaran utang dari debitur, setelah kreditur menolak 

pembayaran, debitur dapat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk 

mengesahkan penawaran pembayaran itu yang diikuti dengan penyerahan uang 

atau barang sebagai tanda pelunasan atas utang debitur kepada Panitera 

Pengadilan Negeri. 

Setelah penawaran pembayaran itu disahkan oleh Pengadilan Negeri, maka barang 

atau uang yang akan dibayarkan itu, disimpan atau dititipkan kepada Panitera 

Pengadilan Negeri, dengan demikian hapuslah utang piutang itu. 
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3. Pembaharuan utang atau novasi 

Adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang menggantikan suatu perjanjian 

lama.  Menurut Pasal 1413 KUH Perdata ada 3 macam cara melaksanakan suatu 

pembaharuan utang atau novasi, yaitu yang diganti debitur, krediturnya 

(subyeknya) atau obyek dari perjanjian itu. 

4. Perjumpaan utang atau Kompensasi 

Adalah suatu cara penghapusan/pelunasan utang dengan jalan 

memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal-balik antara 

kreditur dan debitur.  Jika debitur mempunyai suatu piutang pada kreditur, 

sehingga antara debitur dan kreditur itu sama-sama berhak untuk menagih piutang 

satu dengan lainnya. 

Menurut pasal 1429 KUH Perdata, perjumpaan utang ini dapat terjadi dengan 

tidak membedakan darimana sumber utang-piutang antara kedua belah pihak itu 

telah terjadi, kecuali: 

a. Apabila penghapusan/pelunasan itu dilakukan dengan cara yang 

berlawanan dengan hukum. 

b. Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau 

dipinjamkan. 

c. Terdapat sesuatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah 

dinyatakan tak dapat disita (alimentasi). 
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5. Percampuran utang 

Adalah apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang 

berutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu 

percampuran utang dengan mana utang-piutang itu dihapuskan, misalnya: debitur 

menikah dengan krediturnya, atau debitur ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh 

krediturnya.
34

 

6. Pembebasan utang 

Menurut pasal 1439 KUH Perdata, Pembebasan utang adalah suatu perjanjian 

yang berisi kreditur dengan sukarela membebaskan debitur dari segala 

kewajibannya. 

7. Musnahnya barang yang terutang 

Adalah jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi 

dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah 

barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, jika barang tadi musnah atau 

hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. 

8. Batal/Pembatalan 

Menurut pasal 1446 KUH Perdata adalah, pembatalan atas perjanjian yang 

telah dibuat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat 

dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan 

perjanjian itu tidak memenuhi syarat subyektif yang tercantum pada syarat sahnya 

perjanjian. 
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Menurut Prof. Subekti  permintaan pembatalan perjanjian yang tidak 

memenuhi   syarat   subyektif  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara, yaitu: 

a. Secara aktif menuntut pembatalan perjanjian tersebut di depan hakim. 

b. Secara pembelaan maksudnya adalah menunggu sampai digugat di depan 

hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan kekurangan dari 

perjanjian itu.
35

 

e. Berlakunya suatu syarat batal 

Menurut pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang 

apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali 

pada keadaan semula seolah-olah tidak penah terjadi perjanjian. 

f.  Lewat waktu 

Menurut pasal 1946 KUH Perdata, kadaluwarsa atau lewat waktu adalah 

suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu 

perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang 

ditentukan oleh undang-undang. 

Dalam pasal 1967 KUH Perdata disebutkan bahwa segala tuntutan hukum, 

baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena 

daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun.  Dengan lewatnya waktu 

tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut menjadi hapus.
36
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E. Asuransi Jiwa 

 Dari sekian banyak jenis asuransi yang diberikan oleh perusahaan 

asuransi, maka asuransi jiwa merupakan salah satu jenis asuransi yang paling 

banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran 

masyarakat akan keselamatan dan kepentingan keluarga mereka telah cukup baik. 

Jenis mekanisme pengalihan risiko yang satu ini memiliki tujuan 

menanggung kerugian finansial dari risiko kematian yang menimpa 

tertanggungnya akibat hal yang tidak terduga. Pemberian tanggungan tersebut 

biasanya diserahkan kepada ahli waris yang merupakan keturunan tertanggung. 

Dengan adanya nilai pertanggungan tersebut, diharapkan kehidupan keluarga dari 

tertanggung yang meninggal mendadak tersebut tidak semakin sulit. 

Asuransi jiwa juga memberikan pertanggungan kepada tertanggung yang 

telah mencapai usia lanjut, kemudian tidak mampu lagi beraktifitas guna mencari 

penghasilan. Risiko tidak mampunya mencari nafkah ini akan ditanggung oleh 

pihak asuransi jika pihak tersebut memiliki polis asuransi jiwa. 

Banyaknya kepentingan yang menyangkut tentang kesempatan hidup 

seseorang dan kualitas hidupnya membuat pihak asuransi memiliki berbagai 

produk asuransi jiwa yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Bermacam produk 

tersebut seperti di bawah ini.
37

 

Asuransi Jiwa Berjangka (Term Life), Produk asuransi jiwa yang satu ini 

memberikan proteksi maksimum dengan premi yang terbilang rendah. asuransi 
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jiwa berjangka cocok diambil oleh mereka yang sedang meniti karier ataupun 

untuk orang tua yang sedang mempersiapkan masa depan anaknya. 

Asuransi Jiwa Seumur Hidup (Whole Life), Asuransi yang bersifat 

permanen ini memberikan perlindungan yang berlaku sepanjang tertanggung 

masih hidup. Asuransi jiwa seumur hidup dapat menjadi proteksi untuk kebutuhan 

jaminan terhadap pendapatan tetap, misalnya guna biaya rumah sakit. Selain itu, 

asuransi jiwa seumur hidup dapat berfungsi pula sebagai tabungan yang dananya 

dapat dipakai ketika ada kebutuhan darurat. 

Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment), Sesuai namanya, ada dua manfaat 

besar yang bisa kita peroleh ketika menjadi tertanggung dalam produk asuransi 

jiwa dwiguna. Pertama, ahli waris akan mendapat nilai pertanggungan ketika 

peserta asuransi meninggal sebagai bentuk perekduksi risiko finansial keluarga. 

Kedua, kita juga dapat memilih untuk memperoleh seluruh uang pertanggungan 

ketika masih hidup. Hal inilah yang membuat asuransi jiwa dwiguna sering 

dimanfaatkan sebagai dana pensiun untuk kebutuhan masa depan. 

 

1. Pengertian Asuransi Jiwa 

Manusia sepanjang hidupnya selalu dihadapkan pada kemungkinan 

terjadinya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan 

musnahnya atau berkurangnya nilai ekonomi daripada manusia itu sendiri, hal ini 

sudah jelas akan membawa akibat kerugian baik bagi manusia itu sendiri maupun 

bagi keluarganya atau orang-orang lain yang berkepentingan atas objek yang 

diasuransikan, atau dengan kata lain manusia dalam hidupnya selalu menghadapi 
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suatu risiko seperti misalnya meninggal dunia, baik meninggal karena usia tua 

atau meninggal pada usia muda karena sakit, kecelakaan dan lain sebagainya. Jiwa 

seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik 

untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. 

Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa 

diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya.
38

 

Jadi setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan 

dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan 

selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang dtetapkan dalam perjanjian. 

Pihak-pihak yang mengikatkan diri secara timbal balik itu disebut penanggung 

dan tertanggung. Penanggung dengan menerima premi memberikan pembayaran, 

tanpa menyebutkan kepada orang yang ditunjuk sebagai penikmatnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka lembaga perasuransian 

khususnya asuransi jiwa berusaha untuk mengalihkan ketidakpastian dari 

individu-individu itu ke dalam suatu kelompok besar orang-orang dengan cara 

membagi resiko perorangan pada banyak orang. Hal ini dapat dilaksanakan oleh 

lembaga perasuransian walaupun tidak dapat menentukan berapa panjang umur 

dari individu yang bersangkutan, atau dengan kata lain kapan individu yang 

bersangkutan meninggal dunia, namun umur rata-rata dari kelompok besar orang-

orang secara statistic dapat ditentukan. 

Selanjutnya mengenai asuransi jiwa dalam arti luas dikemukakan oleh 

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak 

                                                             
38

Ganie Jonedi, Hukum Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 49. 



40 
 

mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang secara sekaligus atau 

periodik, sedangkan pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan 

pembayaran itu tergantung pada mati atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih. 

Dalam Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, usaha 

asuransi dikelompokkan menjadi dua jenis usaha, yaitu asuransi kerugian dan 

usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang 

dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
39

 

Pengertian asuransi jiwa juga dikemukakan oleh Santoso Poedjosoebroto, 

yang menyebutkan bahwa asuransi jiwa adalah Perjanjian dimana penanggung 

mengikatkan diri dengan menerima premi untuk membayar sejumlah uang 

tertentu manakala terjadi peristiwa yang belum pasti berkaitan dengan hidup atau 

kesehatan seseorang.
40

 

Asuransi jiwa merupakan bagian dari golongan asuransi sejumlah uang, 

karena dalam asuransi jiwa jaminannya dinyatakan dalam sejumlah uang dan 

bukan berdasarkan kerugian yang mungkin diderita. Sejumlah uang ini disetujui 

oleh penanggung dan tertanggung ketika asuransi ditutup. Penanggung akan 

membayar sejumlah uang pada tertanggung atau ahli warisnya jika risiko yang 

dijamin terjadi. Sebagai imbalan atas proteksi yang diberikan oleh penanggung, 

tertanggung membayar premi kepada penanggung sampai batas waktu yang 

disetujui bersama. Subyek dalam asuransi jiwa yaitu : 
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a. Pemegang Polis 

Pihak yang memegang atau menyimpan dokumen polis. 

b. Tertanggung 

Pihak yang jiwa atau kesehatannya ditanggung / dilindungi oleh asuransi. 

c. Ahli Waris 

Pihak yang berhak memperoleh santunan asuransi. 

Selanjutnya  fungsi dari asuransi jiwa adalah sebagai Media Proteksi yaitu 

memberikan santunan kepada ahli waris ketika tertanggung meninggal dunia 

dalam periode pertanggungan dan  Media Investasi yaitu memberikan santunan 

kepada ahli waris atau pemegang polis ketika tertanggung tetap hidup sampai usia 

tertentu atau sampai akhir masa pertanggungan. 

 

2. Tujuan Asuransi Jiwa 

Tujuan utama asuransi jiwa ialah untuk menanggung atau menjamin 

seseorang terhadap kerugian-kerugian finansial.
41

 Di bawah ini dapat kita lihat 

betapa pentingnya peranan serta tujuan asuransi jiwa tersebut. 

1. Dari segi masyarakat umumnya (sosial) 

Asuransi jiwa bisa memberikan keuntungan-keuntungan tertentu terhadap 

individu atau masyarakat, yaitu sebagai berikut. 
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a. Menenteramkan kepala keluarga (suami/bapak), dalam arti memberi 

jaminan penghasilan, pendidikan, apabila kepala keluarga terhadap 

meninggal dunia. 

b. Dengan membeli polis asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat untuk 

menabung (saving). Pada umumnya pendapatan per kapita dari 

masyarakat masih sangat rendah, oleh karena itu, dalam praktik terlihat 

bahwa keinginan masyarakat untuk membeli asuransi jiwa sedikit sekali. 

c. Sebagai sumber penghasilan (earning power). 

Ini dapat kita lihat pada negara-negara yang sudah maju, seseorang yang 

merupakan "kunci" dalam perusahaan akan diasuransikan oleh 

perusahaan dimana ia bekerja. 

Hal ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya posisi yang 

dipegangnya. Banyak sedikitnya akan memengaruhi terhadap kehidupan 

perusahaan yang going concern (sedang berjalan). 

d. Tujuan lain asuransi jiwa ialah, untuk menjamin pengobatan dan 

menjamin kepada keturunan andaikata yang mengasuransikan tidak 

mampu untuk mendidik anak-anaknya (beasiswa / pendidikan). Yang 

banyak kita temui dalam praktik ialah, pertanggungan untuk risiko 

kematian, sedangkan pertanggungan selebihnya belum begitu maju 

pesat.
42
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2. Dari segi pemerintah / publik.   

Perusahaan asuransi jiwa di negara kita yang besar operasinya, umumnya 

kepunyaan pemerintah. Disini kita hubungkan dengan peraturan pemerintah, yaitu 

UU No. 19/1960 mengenai pembagian antara perusahaan-perusahaan negara. 

Pembagian kegiatan seperti tercantum di dalam sektor-sektor sebagai berikut. 

a. Sektor produksi (perusahaan industri negara, perusahaan perkebunan negara, 

dan perusahaan pertambangan negara). 

b. Sektor marketing (perusahaan niaga). 

c. Sektor pemberian fasilitas (perusahaan-perusahaan asuransi negara, bank 

pemerintah, dan perusahaan pelayanan milik negara lainnya). 

Dapat disimpulkan disini bahwa perusahaan asuransi merupakan satu 

lembaga keuangan yang memberikan fasilitas untuk pembiayaan yang dapat 

dipergunakan dalam tahap pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan pada 

UU No. 19/1960, ternyata bahwa sumbangan lembaga asuransi terhadap 

pembangunan ekonomi ialah sebagai alat pembentukan modal (capital formation) 

dan lembaga penabungan (saving). 

Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan perusahaan asuransi ialah untuk turut 

membangun ekonomi nasional di bidang perasuransian jiwa sesuai dengan 

Repelita, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta 

kesenangan bekerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur 

materiil dan spiritual.
43
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3. Manfaat Asuransi Jiwa 

Asuransi Jiwa sangat dianjurkan pada Anda yang masih produktif dan 

merupakan salah satu tulang punggung keluarga. 

Berikut beberapa manfaat asuransi Jiwa : 

1. Meminimalisasi risiko yang tak terduga. Siapapun tidak bisa mengantisipasi 

atau menduga terjadinya suatu bencana dalam keluarga Anda. Dengan 

asuransi, perlindungan bisa didapat sehingga akan terasa meringankan. 

2. Keluarga Anda akan lebih terjamin. Jika terjadi sesuatu pada kepala keluarga 

anda, ada “dana cadangan” yaitu klaim asuransi yang bisa digunakan untuk 

membantu keluarga. 

3. Banyak hal yang bisa disiapkan. Pendidikan anak, pengeluaran keluarga 

bulanan, hingga berbagai kebutuhan yang sifatnya rutin, bisa terbantu dengan 

dana talangan yang sudah disiapkan dari skema asuransi jiwa. 

4. Berbagai fasilitas memudahkan bisa didapatkan melalui asuransi Jiwa apalagi 

kini asuransi jiwa banyak digabung dengan berbagai perencanaan lain yang 

bisa membantu saat-saat sulit di masa depan. 

5. Menenteramkan pikiran Anda akan masa mendatang. Bagi yang menjadi 

kepala keluarga, adanya asuransi jiwa bisa membuat pikiran lebih tenteram 

karena akan ada dana cadangan bila terjadi sesuatu kelak. Dengan begitu, kerja 

bisa lebih tenang dan hasil pun lebih maksimal.
44
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4. Kelemahan Asuransi Jiwa 

Asuransi jiwa yang selama ini kita pikir akan menjamin jiwa kita dan 

keluarga dengan baik ternyata memiliki beberapa kelemahan asuransi jiwa yang 

bisa jadi berpengaruh pada ketidakpuasan kita menggunakan layanan asuransi. 

Oleh karena itu, sebelum menggunakan asuransi jiwa, sebaiknya Anda 

mengetahui beberapa kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi sebagai tanda 

yang mencerminkan kelemahan asuransi ini. 

Beberapa kelemahan asuransi jiwa yang paling umum yaitu : 

a. Lingkup penanggulangan resiko biasanya terbatas. Pihak asuransi telah 

menyediakan berbagai paket yang bisa kita pilih. Jika kita memilih produk A, 

maka wilayah penanggungannya hanya sebatas pada yang tertera di polis. 

Pihak asuransi tidak mau menjamin hal yang tidak dipoliskan meski hal 

tersebut urgent untuk dilakukan. 

b. Resiko premi hangus; Kerugian asuransi jiwa yang lainnya yaitu premi yang 

telah dibayarkan menjadi hangus apabila selama masa pertanggungan sampai 

jangka waktu yang telah ditentukan tidak terjadi klaim. Mungkin hal ini akan 

membuat Anda bertanya-tanya perihal uang yang telah Anda bayarkan. Jika 

sudah jatuh tempo dan kita belum melakukan klaim, maka uang itu tidak akan 

kembali lagi pada kita.
45
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c. Resiko kesalahan saat memilih; Kesalahan dalam memilih produk juga sering 

menjadi masalah serius yang mungkin akan dihadapi oleh calon nasabah. 

Misalnya saja nasabah menginginkan perlindungan jiwa dengan proteksi 

tertentu, namun karena nasabah kekurangan informasi atau karena alasan 

lainnya, nasabah memilih produk asuransi yang tidak menyediakan apa yang 

nasabah inginkan. Lalu pada saat nasabah melakukan klaim, nasabah akan 

kaget karena resikonya tidak di-cover oleh perusahaan asuransi jiwa. 

d. Resiko penipuan; Kekurangan asuransi jiwa yang selanjutnya yaitu 

kemungkinan terjadinya ingkar janji yang dilakukan oleh pihak perusahaan 

asuransi. Mungkin hal ini terdengar mustahil, namun sesungguhnya memang 

ada beberapa kasus yang merepresentasikan pengingkaran janji oleh 

perusahaan asuransi jiwa yang tak hanya terjadi di Indonesia namun juga di 

seluruh dunia. Ingkar janji juga bisa diartikan sebagai keterlambatan klaim.
46
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BAB III 

ASURANSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM  

DAN HUKUM POSITIF 

  

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Asuransi  

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum-hukum 

muamalah adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Qur‟an hanya 

memberikan aturan yang bersifat garis besar saja. Selebihnya adalah terbuka bagi 

mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak 

bertentangan dengan Al-Qur‟an dan Hadist. Al-Qur‟an Maupun Hadis tidak 

menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Walaupun ada bebeapa 

pendapat yang mengharamkan asuransi, tetapi dalam hukum Islam memuat 

subtansi perasuransian secara Islami.
47

 

Ada dua jenis asuransi yang bisa dikenal dari segi pengelolaannya. Yang 

pertama adalah asuransi konvensional, sementara yang kedua adalah asuransi 

syariah. Banyak orang sudah mengerti mengenai asuransi konvensional sebab 

jenis inilah yang pertama kali muncul untuk menjadi pengalih risiko yang 

mungkin timbul kepada tertanggung. Sementara itu, asuransi syariah dibuat untuk 

mengakomodasi keperluan penjaminan terhadap risiko dengan nilai-nilai yang 

lebih syari‟ah. 
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1. Asuransi Jiwa Syariah 

Pengertian Asuransi Syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) 

dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan 

tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset 

dan/atau tabarru‟ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko 

tertentu melalui Akad yang sesuai dengan syariah. 

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan 

sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan 

membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta.
48

 

Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan 

pada asuransi syariah adalah sharing of risk atau “saling menanggung risiko”. 

Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling 

menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer risiko (transfer of risk atau 

“memindahkan risiko”) dari peserta ke perusahaan seperti pada asuransi 

konvensional. 

Peranan perusahaan asuransi pada asuransi syariah terbatas hanya sebagai 

pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi 

peserta. Jadi pada asuransi syariah, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola 

operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. 
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a. Alasan asuransi syariah di halalkan 

Pada dasarnya semua asuransi syariah di perbolehkan, asal sesuai dengan 

sistem dan prinsip dasar asuransi syariah, beberapa alasan asuransi jiwa di 

halalkan, yaitu : 

1.  Akad asuransi syari‟ah bersih dari gharar dan riba. Sebab perusahaan asuransi 

diharamkan berinvestasi dengan cara konvensional yang ribawi. Hanya boleh 

menggunakan sistem syariah, yaitu bagi hasil. 

2.  Akad asuransi syari‟ah adalah bersifat tabarru’, sehingga tidak mengenal 

premi melainkan infaq atau sumbangan. Dan sumbangan yang diberikan tidak 

boleh ditarik kembali. 

3.  Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) 

bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan 

tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, 

sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh 

jama‟ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama). 

4.  Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental.
49
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b. Keunggulan asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional 

Dari segi keuntungan duniawi maupun ukhrawi, asuransi syariah memiliki 

keunggulan. Antara lain: 

1.   Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong). Di mana 

nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami 

kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual-beli 

antara nasabah dengan perusahaan). 

2.  Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) 

diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). 

Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada 

sembarang sektor dengan sistem bunga. 

3.  Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. 

Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. 

Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan 

perusahaan-lah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan 

pengelolaan dana tersebut. 

4.   Bila ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran klaim nasabah dana 

diambilkan dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah 

diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi 

konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik 

perusahaan. 

5.   Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan 

perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam 
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asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. 

Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa. 

6.   Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang 

merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi 

manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan 

dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu 

tidak mendapat perhatian. 

Dalam hukum syariah, terdapat berbagai macam akad yang dapat 

diaplikasikan ke dalam bentuk perusahaan asuransi jiwa seperti halnya lembaga 

keuangan lainnya.
50

 Adapun landasan syariah yang menjadi dasar hukum 

berlakunya lembaga asuransi secara umum adalah  berikut firman Allah yang 

menjadi dasar hukum asuransi sebagai berikut: 

 

ان الله شديد ا    الإ ثم والعدوان  واتقوا الله  ولا تعا ونوا علي وتعا ونواعلي البر والتقوى 

( ٢لعقا ب )الما ئدة :  

Artinya:  

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. 

(QS. Al-Maidah. 2). 
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c. Sistem Asuransi Syariah 

Sistem Asuransi Syariah memiliki perbedaan dan keunggulan lebih bila 

dibanding sistem asuransi konvensional. Perbedaan dan keunggulannya terdapat 

pada prosedur penyimpanan dana, operasionalisasi dana asuransi, dan akadnya. 

Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Muhammad Zubair 

mengatakan, terdapat perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, yaitu 

penempatan dana berdasarkan bagi hasil bukan bunga, premi tidak boleh 

digunakan perusahaan asuransi untuk hal-hal yang melanggar syariat, uang yang 

diberikan pada klien nasabah dari perusahaan tidak boleh digunakan bila premi 

yang dibayar klien jatuh tempo, dan bila perusahaan untung, maka keuntungan 

dipotong dua setengah persen untuk zakat. 

Asuransi syariah unggul dari segi akad. Dalam akad harus jelas karena 

menentukan sah tidaknya secara syariat. Klien nasabah bisa mengambil akad 

mudharabah atau tabarru. Alasanya bukan jual beli seperti di asuransi 

konvensional, tapi tolong menolong," kata Zubair pada Talk Show Islamic 

Insurance yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah 

(BEMJ AS) Fakultas Syariah dan Hukum.
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Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling 

bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama 

lain. Itulah salah satu diperbolehkan asuransi jiwa syariah, karena prinsip-prinsip 

dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan 

sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka. Untuk 

melindungi harta dan jiwa akibat bencana, semua membutuhkan keberadaan 

lembaga asuransi jiwa yang dijalankan sesuai prinsip syariah. 

Prinsip dasar asuransi jiwa syariah adalah harus terbebas dari unsur-unsur 

maysir, gharar, dan riba. Untuk mengatasi masalah gharar maka sistem yang 

ditawarkan asuransi jiwa syariah adalah dengan menukar akad tadabbuli (jual 

beli) dengan bentuk akad takafuli (tolong menolong) atau akad tabarru (dana 

kebajikan) dan akad mudharabah (bagi hasil). Dengan akad takafuli atau akad 

tabarru maka sebagian dana premi dicadangkan untuk membantu para peserta 

asuransi jiwa dan dana lainnya diinvestasikan, keuntungan dibagi menurut 

kesepakatan kedua belah pihak.
52

 

Adapun cara untuk menghilangkan unsur riba dilakukan dengan tidak 

memasukkan unsur perhitungan teknik dalam perhitungan besaran premi. 

Demikian pula investasi yang dilakukan perusahaan tidak dengan cara 

menerapkan unsur melainkan denagan cara mudharabah, musyarakah, 

musyarakah mutanaqisah, ijarah, murabahah atau dengan skim syariah lainnya. 
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Selain itu juga kaidah fiqih menegaskan bahwa pada dasarnya semua 

bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

Secara garis besar ada tiga jenis asuransi syariah dan beberapa produk turunanya 

yakni: 

1. Takaful Individu, yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu “produk-

produk tabungan” (takaful dana investasi, takaful dana haji, takaful dana 

siswa dan takaful jabatan) dan “produk-produk tabungan” (takaful al-khairat 

individu, takaful kecelakaan dari individu dan takaful kesehatan individu). 

2. Takaful Group atau Kelompok yaitu: takaful al-khairat dan tabungan haji; 

takaful kecelakaan siswa; takaful wisata dan perjalanan; takaful kecelakaan 

diri kumpulan; takaful majlis ta‟lim dan takaful pembiayaan. 

3. Takaful Umum terdiri dari takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, 

takaful rekayasa, takaful pengangkutan, takaful rangka kapal, dan asuransi 

takaful aneka.
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2. Asuransi Jiwa Konvensional 

Asuransi jiwa (konvensional) adalah perjanjian di antara tertanggung dan 

penanggung, di mana pihak tertanggung menyerahkan sejumlah uang premi 

kepada penanggung, dan sebagai balasannya pihak penanggung memberikan 

perlindungan keuangan kepada tertanggung atas suatu risiko yang mungkin terjadi 

pada diri atau harta tertanggung 

Berbagai pendapat ulama tentang asuransi jiwa konvensional mayoritas 

ulama berpendapat haram tetapi ada juga yang berpendapat dibolehkan. Karena 

pada masa imam mazhab tidak ada asuransi, sehingga perlu dilakukan ijtihad 

untuk mendapat kepastian boleh atau tidaknya asuransi jiwa menurut hukum 

Islam.  

Masalah asuransi jiwa dalam pandangan ajaran Islam termasuk masalah 

ijtihadiyah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak 

dijelaskan oleh al-qur‟an dan Al-Sunnah secara ekplisit. Para imam mujtahid 

seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi‟i, Imam Ahmad bin Hambal dan 

para mujtahid yang semasa dengannya tidak member fatwa mengenai fatwa 

mengenai asuransi karena pada masanya asuransi belum dikenal.
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Dikalangan ulama atau cendikiawan muslim ada pendapat tentang hukum 

asuransi jiwa konvensional, yaitu: Sayyid Sabiq yang diungkapkan dalam 

kitabnya Fiqh  Al-Sunnah, Abdullah Al-Qailani, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, 

dan Muhammad Bakhit al-Muth‟i. alasannya antara lain: 

a. Asuransi jiwa konvensional sama dengan judi. 

b. Asuransi jiwa konvensional mengandung unsur-unsur yang tidak pasti. 

c. Asuransi jiwa konvensional mengandung riba/rente. 

d. Asuransi jiwa konvensional mengandung pemerasan, karena pemegang 

polis, apabila tidak bias melanjutkan preminya, akan hilang premi yang 

sudah dibayar atau dikurangi. 

e. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek riba. 

f. Asuaransi jiwa konvensional termasuk jual beli atau tukar menukar mata 

uang tidak tunai. 

g. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan 

mendahului takdir Allah.
55

 

Menurut pendapat di atas Asuransi diharamkan karena mengandung 

unsur yang tidak pasti dan judi. Sebagaimana diungkapkan oleh  Mahdi Hasan 

malarang praktik asuransi dikarenakan: 

1. Asuransi jiwa tidak lain adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada 

kesetaraan antara dua pihak yang terlibat, padahal kesetaraan demikian wajib 

adanya. Asuransi juga mengandung unsur perjudian, karena ada 

penggantungan kepemilikan pada munculnya resiko. 
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2. Asuransi jiwa konvensional adalah pertolongan dalam dosa, karena 

perusahaan asuransi mengadakan transaksi dengan riba. 

3. Dalam asuransi jiwa konvensional ada unsur penyuapan, karena konpensasi 

didalamnya adalah untuk sesuatu yang tidak dapat di nilai. 

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, asuransi jiwa konvensional 

adalah suatu yang diharamkan dalam bentuk apapun kerena mengandung unsur 

yang tidak pasti, judi dan mendahului takdir Allah. 

Tetapi disamping asuransi jiwa konvensional itu diharamkan, ada beberapa 

ulama yang membolehkan, yaitu diantaranya Syaikh Abdur Rahman Isa, seorang 

Guru Besar Universitas Al-Azhar. Dengan tegas ia menyatakan bahwa asuransi 

jiwa konvensional merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai 

imam-imam terdahulu dan Syekh Abdul Wahab Kholaf, Guru Besar Hukum Islam 

Universitas Kairo. Ia mengatakan bahwa asuransi jiwa konvensional itu boleh 

sebab termasuk akad mudharobah. Akad mudharobah dalam syariat islam ialah 

perjanjian persekutuan dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu 

pihak dan dengan tenaga di pihak yang lain.
56

 

 

 

 

 

 

                                                             
56

http://hikmalkeboymen.blogspot.co.id/2012/11/asuransi-menurut-ulama-dan-

cendikiawan.html 

http://hikmalkeboymen.blogspot.co.id/2012/11/asuransi-menurut-ulama-dan-cendikiawan.html
http://hikmalkeboymen.blogspot.co.id/2012/11/asuransi-menurut-ulama-dan-cendikiawan.html


58 
 

B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Asuransi 

Menurut Ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Pasal 1 dan dalam 

Buku I Bab 9 Pasal 246-286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, 

termasuk asuransi jiwa yang di atur dalam Buku I Bab 10 pasal 302-308 KUHD. 

Asuransi jiwa sangat dianjurkan karena jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan 

maka peserta asuransi dapat meminta premi untuk penggantian karena kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin 

dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti), Adapun penjelasan 

secara rinci yaitu.
57

 

1. Asuransi Jiwa 

a. Pengertian Asuransi Jiwa 

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1992 Pasal 1 angka (1), menjelaskan 

bahwa asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana 

pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima preni, 

untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau 

hidupnya seseorang yang diasuransikan. Sedangkan dalam KUHD, asuransi jiwa 

diatur dalam Buku I Bab 10 Pasal 302 – Pasal 308 KUHD. 

Dijelaskan dalam buku I bab 10 bagian ketiga (pasal 302-308) KUHD 

yang menganjurkan orang mengasuransikan jiwanya. 

Pasal 302 KUHD: “Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan 

orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu 

yang ditentukan dalam perjanjian”. 

Pasal 303 KUHD: “Yang berkepentingan dapat mengadakan pertanggungan, 

bahkan di luar pengetahuan atau izin dari orang yang jiwanya dipertanggungkan”. 
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Pasal 304 KUHD: “Polis itu memuat: hari pengadaan pertanggungan itu, 

nama tertanggung, nama orang yang jianya dipertanggungkan, aktu bahaya bagi 

penanggung mulai berjalan dan berakhir, jumlah yang dipertanggungkan, premi 

pertanggungannya”. 

Pasal 305 KUHD: “Perencanaan jumlah uangnya dan penentuan syarat 

pertanggungannya, sama sekali diserahkan kepada persetujuan kedua belah 

pihak”. 

Pasal 306 KUHD: “Bila orang yang jiwanya dipertanggungkan pada waktu 

pengadaan pertanggungan telah meninggal dunia, gugurlah perjanjian itu, 

meskipun tertanggung tidak dapat mengetahui tentang meninggalnya itu; kecuali 

bila dipersyaratkan lain”. 

Pasal 307 KUHD: “Bila orang yang mempertanggungkan jiwanya bunuh diri 

atau dihukum mati, gugurlah pertanggungannya”. 

Pasal 308 KUHD: “Dalam bagian ini tidak termasuk dana janda, 

perkumpulan-perkumpulan tunjangan hidup (tontine), perseroan pertanggungan 

jiwa timbal balik, dan perjanjian lain semacam itu yang berdasarkan kemungkinan 

hidup dan kematian, yang untuk itu di haruskan mengadakan simpanan atau 

sumbangan tertentu atau kedua-duanya”.
58

 

 

b. Analisis KUHD (Pasal 302-308) 

Dalam Asuransi jiwa seperti halnya diatur dalam pasal 302 dan 303 KUHD, 

yang mengadakan perjanjian asuransi dapat mengasuransikan jiwa orang lain, 

sehingga orang yang mengadakan perjanjian itulah yang mempunyai kepentingan 

asuransi. Dan orang yang jiwanya dipertanggungkan ini berkedudukan sebagai 

pihak ketiga. Dalam asuransi jiwa ada polis yang memuat hari ditutupnya 

pertanggungan, nama si tertanggung dan nama jiwanya dipertanggungkan. 

Perencanaan syarat dan jumlah uangnya diserahkan kepada kedua belah pihak, 

bila orang yang jiwanya dipertanggungkan pada waktu pengadaan pertanggungan 

telah meninggal dunia dan orang yang mempertanggungkan jiwanya bunuh diri 

atau di hukum mati, maka gugurlah pertanggungannya. 
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c. Polis Asuransi Jiwa 

Menurut Pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa memuat: a) hari diadakan 

asuransi; b) nama tertanggung; c) nama orang yang jiwanya diasuransikan; d) saat 

mulai dan berakhirnya evenemen; e) jumlah asuransi; f) premi asuransi. 

d. Evenemen dan Santunan 

Dalam Pasal 304 KUHD yang mengatur isi polis, tidak ada ketentuan 

keharusan mencantumkan evenemen dalam polis asuransi jiwa, hal ini karena 

yang dimaksud bahaya dalam asuransi jiwa adalah meninggalnya orang yang 

jiwanya diasuransikan. Sedangkan kapan meninggalnya itu tidak dapat dipastikan. 

Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi, tertanggung belum 

meninggal, maka tertanggung berhak memperoleh sejumlah uang dari 

penanggung dengan jumlah sesuai dengan yang telah diperjanjikan.  

e. Asuransi Jiwa Berakhir  

Asuransi jiwa berakhir dikarenakan faktor: 1) Karena terajdi evenemen; 2) 

Karena jangka waktu berakhir; 3) Karena asuransi gugur; 4) Karena asuransi 

dibatalkan.
59

 

 

 

 

 

 

                                                             
59

Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2012, hlm. 39. 



61 
 

2. Sanksi Administrasi dan Pidana 

a. Pengenaan Sanksi Administrasi 

Sanksi administratif dikenakan kepada setiap Perusahaan Perasuransian yang 

tidak melakukan perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggraan usaha, 

penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau 

tentang pemeriksaan langsung. Sanksinya berupa denda Rp 1.000.000,00 bagi 

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dan Rp 500.000,00 bagi Perusahaan Pialang 

Asuransi dan Pialang Reasuransi. Selain itu juga dikenakan sanksi peringatan, 

pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha. 

b. Pengenaan Sanksi Pidana 

Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam 

pasal 21 UU No. 2 Tahun 1992: 

1. Terhadap pelaku utama, diancam dengan pidana maksimal 15 tahun, dan 

denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00. 

2. Terhadap pelaku pambantu, diancam pidana maksimal 5 tahun dan denda 

paling banyak Rp 500.000.000,00. 

3. Terhadap pemalsu dokumen, diancam pidana paling lama 5 tahun, dan 

dendan paling banyak Rp 250.000.000,00. 
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Apabila perusahaan asuransi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-

ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang No.2 tahun 1992, dan peraturan 

pelaksanaannya maka perusahaan asuransi akan dikenai sanksi secara bertahap 

seperti : 

a. Diberi peringatan tertulis 

b. Apabila peringatan tertulis tidak diperhatikan maka akan diberi sanksi 

pembatasan kegiatan usaha. 

c. Apabila kedua sanksi tersebut tidak diperhatikan maka izin usahanya akan 

di cabut.
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Asuransi jiwa dalam hukum islam ada dua macam yaitu asuransi jiwa 

syari‟ah dan asuransi jiwa konvensional. Semua asuransi jiwa syariah pada 

dasarnya di halalkan dan asuransi jiwa konvensional ada yang berbendapat 

halal dan ada yang berpendapat haram, yang berpendapat haram yaitu: 

Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), dan Muhammad Bakhil 

al-Muth„i (mufti Mesir). Tetapi disamping asuransi itu diharamkan, ada 

beberapa ulama yang membolehkan, yaitu diantaranya Syaikh Abdur 

Rahman Isa, seorang Guru Besar Universitas Al-Azhar dan Syekh Abdul 

Wahab Kholaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo. 

2. Sedangkan dalam hukum positif asuransi di perbolehkan dengan tujuan 

tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat 

tabungan, maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan, 

seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang 

perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1774. 

3. Perbandingan Asuransi Jiwa dalam hukum islam dan hukum positif jelas 

berbeda karena dalam hukum islam asuransi jiwa ada yang berpendapat halal 

dan ada yang berpendapat haram, sedangkan dalam hukum positif asuransi 

jiwa sangat dianjurkan. 
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B. Saran 

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menghasilkan sebuah hukum baru sebagai solusi bagi permasalahan 

yang dihadapi maka diperlukan berbagai ijtihad dan pendapat dari para ulama 

untuk menggali dalil-dalil yang ada dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah. Dengan 

memahami formulasi ijtihad dari berbagai ulama maka kita dapat 

memecahkan persoalan-persoalan hukum Asuransi dengan cara yang indah. 

Sehingga dalam Asuransi hendaknya bisa mengambil konsep yang bisa 

membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat muslim, tanpa harus 

melihat dari golongan mana pendapat tersebut diambil. 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian 

sebaiknya di amandemen dengan menambahkan pasal-pasal baru yang 

berkaitan dengan nasabah sebagai pemakai jasa asuransi untuk menghindari 

ketidakjelasan yang selama ini terjadi mengenai bentuk pemberian 

perlindungan hukum bagi nasabah asuransi. 

3. Kepada orang yang ingin menjadi peserta asuransi hendaknya memilih 

perusahaan asuransi yang berbasis islam, karena kita sebagai umat muslim 

harus menjauhi larangan-larangan allah dan memilih produk yang halal dan 

menjauhi yang haram, pulihlah perusahaan asuransi yang tidak terdapat 

unsure riba‟. 
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